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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan dibentuknya pemerintah Indonesia adalah untuk 

memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Pembangunan di bidang kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan 

nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal. Dalam perkembangannya, telah terjadi perubahan orientasi yang asalnya 

pencapaian kesehatan secara mandiri. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemauan setiap orang untuk hidup 

sehat. Perubahan orientasi tersebut kemudian mempengaruhi sistem kesehatan 

nasional melalui penerapan prinsip yang menyeluruh “holistic”, terpadu “unity”, 

merata “evenly”, dapat diterima “acceptable” dan terjangkau “achievable” oleh 

masyarakat.
1
 

Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan di Indonesia merupakan 

hak dasar sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 H 

UUD 1945 amandemen kedua menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
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yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya 

Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan “Negara bertanggung jawab atas 

fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.
2
 

Keadaan sebagai sumber unsur kesejahteraan umum dan hak asasi manusia, 

merupakan harapan dan cita-cita bangsa Indonesia. Setiap warga negara memiliki 

hak yang sama untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Derajat 

kesehatan yang optimal akan mempengaruhi kualitas kehidupan baik individu, 

keluarga dan masyarakat. Salah satu sumber daya kesehatan adalah fasilitas 

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, seperti dinyatakan pada 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Pencantuman hak terhadap pelayanan kesehatan tersebut, tidak lain 

bertujuan untuk menjamin hak-hak kesehatan yang fundamental seperti tertuang 

dalam Declaration of Human Right tahun 1948, bahwa health is a fundamental 

human right. Pemenuhuan kebutuhan atas pelayanan kesehatan yang bermutu dan 

dapat terjangkau bagi setiap orang harus didasarkan pada asas persamaan dan 

keadilan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban 

umum dalam suatu masyarakat demokratis. Asas-asas yang mendasari 

pelaksanaan pelayanan kesehatan ditegaskan pada Pasal 28 J ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945.
3
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Tenaga kesehatan merupakan salah satu sumber daya kesehatan yang 

menunjang kualitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan berupaya 

melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan standar dan etika 

profesi dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama. Upaya pemerintah 

dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan 

kesehatan ditegaskan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan yaitu pemerintah yang mengatur perencanaan, pengadaan, 

penyalahgunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam 

rangka penyelenggaraan kesehatan.
4
 

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia, karena kesehatan 

merupakan modal utama manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. 

Melaksanakan upaya kesehatan yang semaksiamal mungkin bagi rakyat adalah 

tugas dari pemerintah bersama-sama rakyat yang bahu membahu 

menyelenggarakan upaya kesehatan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.
5
 

Hak dalam memperoleh pemeliharaan kesehatan ibu dan anak akan 

melibatkan tenaga kesehatan khususnya bidan, karena pelayanan kebidanan erat 

dengan hubungannya dengan kesehatan wanita, sejak remaja, masa calon 

pengantin, masa kehamilan, persalinan, dan menopause serta memantau tumbuh 

kembang balita serta anak pra sekolah.
6
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Kematian ibu bersalin pada saat ini masih merupakan masalah kesehatan 

reproduksi yang sangat penting di Indonesia. Indikator kesehatan yang paling 

peka menggambarkan tingkat kesehatan ibu dan anak adalah Angka kematian Ibu 

(AKI) dan Angka kematian Bayi (AKB). Di samping itu angka kematian ibu 

merupakan tolok ukur untuk menilai keadaan pelayanan obstetrik di suatu negara. 

Bila angka kematian ibu masih tinggi berarti sistem pelayanan obstetrik belum 

sempurna, sehingga memerlukan perbaikan. Sebaliknya bila angka kematian ibu 

sudah rendah berarti sistem pelayanan obstetrik sudah baik.
7
 

Dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, Angka Kematian Ibu di 

Indonesia relatif tinggi.
8
 Cita-cita mencapai IPM 80 pada tahun 2015 masih jauh 

dari harapan. Indeks kesehatan yang mempengaruhi IPM yaitu Kematian Ibu 

(AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), peningkatan Umur Harapan Hidup 

(UHH) masih belum mencapai target yang dapat mengikuti indeks IPM. 

Berdasarkan laporan rutin Kesehatan Ibu tahun 2013 Angka kematian ibu di 

Indonesia yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012, Angka 

kematian Bayi yaitu 32 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012, khusus Jawa 

Barat pada tahun 2012 menduduki peringkat ke 1 (satu) dalam menyumbangkan 

Angka kematian Ibu (AKI).
9
 Angka kematian ibu (AKI) berdasarkan sumber BPS 

Kota Bandung dan UNPA yang terakhir sebesar 164,70/100.000 kelahiran hidup. 
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Angka kematian bayi (AKB) berdasarkan sumber BPS Kota Bandung tahun 2012 

sebesar 29,33/1.000 kelahiran hidup.
10

 

Penyebab utama kematian ibu di Indonesia adalah perdarahan (67%), 

infeksi (18%), abortus (10%) dan toxemia (5%).
11

 Kematian ibu adalah 

komplikasi obstetrik yang sering tidak dapat diperkirakan sebelumnya antara lain 

perdarahan post partum, partus lama, partus macet (obstructed labour) dan rupture 

uteri.
12

 Keadaan tersebut bisa dikenali secara dini dengan menggunakan 

partograf.
13

 Dari data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dan asuhan ibu 

saat persalinan merupakan salah satu faktor penentu dalam penurunan angka 

kematian ibu dan ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas pelayanan 

kesehatan.
14

 

Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses ke pelayanan 

kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu 

yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil 

keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, serta terlambat mendapatkan 

pelayanan di fasilitas kesehatan. Untuk itu pada setiap pelayanan atau asuhan, 

harus selalu memperhatikan pencatatan atau dokumentasi. Pendokumentasian 

merupakan landasan hukum bagi bidan dalam pelayanan, dokumentasi dapat 

mengidentifikasi mutu pelayanan bidan dan dokumentasi merupakan aset 
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berharga bidan karena data yang telah didokumentasikan dapat dipakai sebagai 

bahan acuan atau referensi bila terdapat suatu masalah pada pelayanan asuhan 

yang diberikan. Bentuk dokumentasi dapat berupa SOP (Standar Operasional 

Prosedur) atau Manajemen Asuhan Kebidanan yang lain. Pada persalinan, 

dokumentasi yang digunakan adalah partograf.
15

  

Berdasarkan kompetensi Bidan Indonesia dalam Kemenkes nomor 

369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan bahwa salah satu 

keterampilan dasar bidan dalam kompetensi ke 4 adalah melakukan pemantauan 

kemajuan persalinan. Apabila bidan tidak mengisi partograf dengan lengkap, 

maka tidak ada catatan tertulis yang menunjukkan bahwa bidan telah memantau 

kemajuan persalinan dan kondisi ibu serta janin yang dapat digunakan untuk 

informasi selanjutnya apabila harus membuat keputusan klinik. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara tanggung jawab dalam penggunaan 

partograf dan motivasi bidan praktek mandiri dalam penggunaan partograf.
16

 

Salah satu alasan seorang bidan tidak pernah menggunakan partograf 

adalah karena sudah terbiasa menggunakan perasaannya ketika mengambil 

keputusan pada pertolongan persalinan. Hal ini berbanding terbalik dengan 

Kepmenkes RI Nomo 369/Menkes/SK/III/2007, tentang Standar Profesi Bidan, 
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tertulis bahwa melakukan pemantauan kemajuan persalinan dengan menggunakan 

partograf.
17

 

Sejak tahun 1987 untuk menurunkan angka kematian ibu maternal beberapa 

usaha telah dilakukan oleh Departemen Kesehatan Indonesia antara lain pada 

tahun 1994 telah dilakukan pelatihan penanganan kegawat daruratan obstetri dan 

neonatal (live saving skills) bagi bidan, pada pelatihan tersebut telah termaktub 

cara-cara penggunaan partograf pada proses persalianan normal oleh Departemen 

Kesehatan bekerjasama dengan JHPIEGO (Johns Hopkins Program for 

International Education in Reproductive Health on Goverment Organization). 

Adapun penggunaan partograf sudah tercantum pula pada tujuan pelatihan Asuhan 

Persalinan Normal yang merupakan program Departemen Kesehatan.
18

 Dan 

sampai saat ini peran Ikatan Bidan Indonesia belum menerapkan sanksi kepada 

bidan praktik mandiri yang belum menggunakan partograf dalam pemantauan 

kemajuan persalinan. 

Sejak tahun 1987 World Health Organisation (WHO) telah menganjurkan 

agar petugas kesehatan yang terlibat dalam pelayanan ibu dan anak mengambil 

langkah yang positif diantaranya menggunakan tehnologi tepat guna seperti 

partograf. Secara umum di dalam kurikulum nasional Program Pendidikan Bidan 

telah termaktub subjek pelajaran tentang partograf.
19
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 Dalam upaya penurunan angka kematian ibu prioritas penanganan angka 

kematian ibu difokuskan pada Skill birth attendace Diharapkan semua kelahiran 

di Indonesia ditolong oleh tenaga kesehatan yang terampil dengan target 80% 

pada tahun 2005, 85% pada tahun 2010, dan 90% pada tahun 2015. Bidan 

merupakan salah satu tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam pertolongan 

persalinan sehingga perilaku dan tindakan pada saat memberikan asuhan menjadi 

sangat penting dalam upaya penurunan angka morbiditas dan mortalitas karena 

persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan 85%nya ditolong oleh bidan.
20

 Hal 

ini ditunjang oleh teori yang dikemukakan WHO (1994) yang mengatakan 

partograf dapat digunakan pada setiap persalinan, penolong persalinan harus 

memahami cara memantau sehingga dapat memberikan keputusan yang tepat 

untuk menghindari kejadian beresiko.
21

 Tindakan bidan dalam pelayanan 

kebidanan melebihi kewenangannya memerlukan sikap kehati-hatian agar tetap 

tidak keluar dari standar dan etika profesi kebidanan. Didasarkan prinsip dan 

tanggung jawab hukum yaitu setiap orang melaksanakan praktik mandiri, secara 

langsung membawa konsekuensi bidan bertanggung jawab secara hukum atas 

keputusan setiap tindakannya sendiri. 

Penggunaan partograf pada saat pertolongan persalinan oleh bidan 

merupakan hal yang sangat penting. Dampak dari kelalaian pengisian partograf 

adalah tidak terdeteksinya  kelainan yang mungkin akan timbul pada saat 

persalinan, seperti gawat janin, hipertensi, partus lama dan perdarahan, karena 
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15% dari komplikasi pada saat persalinan tidak dapat diprediksi. Hasil studi dari 

manfaat partograf yang baik dan benar, telah diuji coba pada multicenter 

kesehatan di beberapa Negara Asia Tenggara dengan melibatkan 35.480 

persalinan, menyatakan partograf dapat menurunkan kejadian partus lama dari 

6,4% menjadi 3,4% dan angka pertolongan section caesaria dari 6,2% menjadi 

4,5%.
22

 

Partograf harus digunakan pada semua persalinan pada fase aktif kala satu 

yang dilakukan dimana saja.
23

 Namun pada kenyataannya data terakhir tahun 

2007 yang diperoleh dari WHO tentang penggunaan partograf yang diteliti di tiga 

negara yaitu Equador, Jamaica dan Rwanda menyatakan bahwa hanya 55,7% 

tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) yang melakukan pertolongan 

persalinan dengan partograf, dan dari angka tersebut bidan mendapatkan proporsi 

angka 34,1%. Penelitian yang dilakukan di negara Nigeria tahun 2008 oleh 

Fowole menyatakan hanya 32,% bidan menggunakan partograf pada saat 

pertolongan persalinan. 

Dalam melaksanakan tugas kebidanan yang penuh dengan risiko ini 

seorang bidan tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan kodrat dan iradat 

Allah SWT, karena kemungkinan klien menjadi cacat atau meninggal dunia 

setelah ditangani, bisa karena bidan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai 
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dengan Standart Operating Procedure (SOP) atau sebaliknya bidan tersebut telah 

melakukan tindakan tidak sesuai dengan kewenangannya.
24

 

 Dalam melakukan anamnesa setiap tindakan, bidan dapat segera 

mendeteksi dini kemungkinan terjadi bagi ibu pada saat persalinan atau apabila 

ada penyulit pada saat persalinan. Permasalahan dan kesukaran yang mungkin 

timbul saat bantuan persalinan sudah dapat diprediksi, sehingga bidan dapat 

segera melakukan kolaborasi dengan tenaga dokter dan merujuknya ke sarana 

kesehatan yang lebih tepat. Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan 

menekankan bahwa bidan dalam melaksanakan praktik/kerja, bidan berkewajiban 

untuk menghormati hak pasien, memberikan informasi tentang masalah kesehatan 

pasien dan pelayanan yang dibutuhkan, merujuk kasus yang bukan kewenangnya 

atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu, meminta persetujuan tindakan yang 

akan dilakukan, menyimpan rahasia pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara 

sistematis, mematuhi standar, dan melakukan pencatatan dan pelaporan 

penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian.
25

  

 Bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga bidan adalah 

pelayanan kebidanan. Pelayanan kebidanan bertujuan untuk meningkatkan 

kesehatan keluarga dan masyarakat. Pelayanan kebidanan merupakan bagian 

integral dari pelayanan kesehatan, yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan 
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 Soewono, Batas Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktek Medis, Jakarta, 2005, Hal. 125 
25
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keluarga dalam rangka tercapainya keluarga yang berkualitas. Sesuai dengan 

kewenangannya, pelayanan yang diberikan dengan maksud meningkatkan 

kesehatan ibu dan anak dalam rangka tercapainya keluarga berkualitas, bahagia 

dan sejahtera.
26

 

Bidan bertanggung jawab secara moral, agama dan etik profesi terhadap 

seluruh tindakannya dalam pelayanan kebidanan atau pelayanan kesehatan lain. 

Ketika pasien menuntut pertanggung-jawaban bidan maka terjadi konflik antara 

bidan dan pasien. Tanggung jawab bidan menjadi pokok persoalan dalam menilai 

kesalahan atau kelalaian yang mungkin dilakukan bidan. Tindakan bidan akan 

dinilai dari kewenangan standar dan etik profesi dengan kompetensi yang 

dimiliki.
27

 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilaksanakan oleh ketua IBI ranting 

Bojonegara periode tahun 2009-2015 melalui wawancara dan observasi langsung 

terdapat ketidaklengkapan pendokumentasian partograf secara tertulis. Dari 

pengamatan yang dilakukan pada 65 bidan wilayah ranting bojonegara hanya 20 

bidan yang mengisi partograf dengan lengkap dan 45 orang lainnya yang mengisi 

bagian depan saja ataupun tidak mengisinya sama sekali dan dari pernyataan 

seorang bidan, bahwa ada juga yang mengisi partograf untuk syarat klaim 

asuransi. Untuk itu peneliti ingin meneliti tanggung jawab bidan terhadap 

kelengkapan pengisian partograf pada persalinan normal di wilayah ranting 

Bojonegara, dan berdasarkan  pada data dokumentasi dari catatan medik rumah 
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sakit Imanuel Bandung, jumlah kasus rujukan ibu bersalin tahun 2014 sebanyak 

258 orang, dari semua rujukan tersebut belum ada bidan yang menyertakan 

partograf pada semua rujukannya.
28

 Apabila para bidan praktik mandiri tidak 

memberikan tauladan dalam pertolongan persalinan dengan partograf, dampaknya 

akan menurunkan kualitas pelayanan KIA dan dalam jangka panjang akan 

meningkatkan kematian ibu dan anak. Dan samapai saat ini peran Ikatan Bidan 

Indonesia (IBI) belum secara optimal dalam melakukan pembinaan dan 

pengawasan. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka perlu 

dilakukan penelitian hukum tentang tanggung jawab bidan sebagai tenaga 

kesehatan dalam penyusunan tesis berjudul : 

Tanggung Jawab Bidan Praktik Mandiri Terhadap Pencatatan Kemajuan 

Persalinan (Partograf) Menurut Pasal 18 Permenkes No 1464/Menkes/ Per/ 

X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan Dihubungkan Dengan 

Upaya Penurunan AKI Dan AKB. 

B. Identifikasi Masalah  

Permasalahan yang mendasari penelitian ini dapat diidentifikasikan pada hal-hal 

berikut :  

1. Bagaimana tanggung jawab bidan praktik mandiri dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya dalam melakukan pencatatan kemajuan persalinan 

(partograf) menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 
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1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan 

dihubungkan dengan upaya penurunan AKI dan AKB ? 

2. Bagaimanakah pengawasan dan pembinaan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 

bagi bidan praktik mandiri terhadap pelaksanaan kemajuan persalinan 

(partograf) menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan 

dihubungkan dengan upaya penurunan AKI dan AKB? 

C. Tujuan Penulisan 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain : 

1. Untuk mengetahui tanggung jawab bidan praktik mandiri dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pencatatan kemajuan 

persalinan (partograf) menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik 

Bidan dihubungkan dengan upaya penurunan AKI dan AKB? 

2. Untuk mengetahui pengawasan dan pembinaan Ikatan Bidan Indonesia 

(IBI) bagi bidan praktik mandiri terhadap pelaksanaan kemajuan 

persalinan (partograf) menurut Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik 

Bidan dihubungkan dengan upaya penurunan AKI dan AKB? 
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D. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan teoritis penelitian adalah diharapkan memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum di bidang kesehatan, khususnya 

tentang tanggung jawab bidan dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga 

kesehatan. 

Kegunaan praktis penelitian adalah diharapkan dapat memberikan 

informasi, baik kepada anggota profesi IBI dan kepada para bidan dalam 

melaksanakan praktik kebidanan dan kepada pengambil kebijakan berkaitan 

dengan praktik bidan khususnya tentang pencatatan partograf kemajuan 

persalinan.  

E. Kerangka Pemikiran 

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan 

wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul 

tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan 

menanggung akibatnya. 
29

 Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum 

sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksana peran, baik peran itu merupakan 

hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum 

diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut 

cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada. Tanggung jawab 

hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang 

disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat 
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sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.
30

 Sebagai tenaga professional, 

bidan memikul tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya seorang bidan 

harus dapat mempertahankan tanggung jawabnya bila terjadi gugatan terhadap 

tindakan yang dilakukannya. Tanggung jawab bidan meliputi : 

1. Tanggung Jawab Terhadap Pengembangan Kompetensi. 

 Setiap bidan memiliki tanggung jawab memelihara kemampuan 

profesionalnya. Oleh karena itu, bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilannya dengan mengikuti pelatihan, pendidikan berkelanjutan, 

seminar, serta pertemuan ilmiah lainnya. 

2.  Tanggung Jawab Terhadap Penyimpanan Pendokumentasian 

 Setiap bidan harus mendokumentasikan kegiatannya dalam bentuk catatan 

tertulis. Catatan bidan mengenai pasien yang dilayaninya dapat 

dipertanggungjawabkan bila terjadi gugatan. Selain itu catatan yang dilakukan 

bidan dapat digunakan sebagai bahan laporan untuk disampaikan kepada teman 

sesame profesi ataupun atasannya. Di Indonesia belum ada ketentuan lamanya 

penyimpanan catatan bidan. Di Inggris bidan harus menyimpan catatan 

kegiatannya selama 25 tahun. 

4.      Tanggung Jawab Terhadap Klien dan Keluarganya 

 Bidan memiliki kewajiban memberikan asuhan kepada ibu dan anak yang 

meminta pertolongan kepadanya. Oleh karena itu, kegiatan bidan sangat erat 

                                                           
30
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kaitannya dengan keluarga. Tanggung jawab bidan tidak hanya pada kesehatan 

ibu dan anak, tetapi juga menyangkut kesehatan keluarga. Bidan harus dapat 

mengidentifikasi masalah dan kebutuhan keluarga serta memberi pelayanan 

yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan keluarga. Pelayanan terhadap 

kesehatan keluarga merupakan kondisi yang diperlukan ibu yang 

membutuhkan keselamatan, kepuasan dan kebahagiaan selama masa hamil atau 

melahirkan. Olehh karena itu, bidan harus mengarahkan segala kemampuan, 

sikap, dan perilakunya dalam memberi pelayanan kesehatan keluarga yang 

membutuhkan. 

5.      Tanggung Jawab Terhadap Profesi 

a. Bidan harus menjaga informasi yang diperoleh dari pasien dan 

melindungi privasi mereka. 

b. Bidan harus bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang 

diambil dalam hal perawatan. 

c.  Bidan harus dapat menolak untuk ikut terlibat didalam aktifitas yang 

bertentangan dengan moral, namun hal tersebut tidak boleh 

mencegahnya dalam memberikan pelayanan terhadap pasien. 

d. Bidan hendaknya ikut serta terlibat dalam pengembangan dan 

implementasi kebijakan kesehatan yang biasa mendukung kesehatan 

pasien dan ibu hamil juga bayinya. 

6.        Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat 
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Pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, 

dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, 

pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Sedangkan 

pengawasan adalah proses pengawasan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
31

 

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud di dalam  Pasal 20 

Kepmenkes RI no 1464/Menkes/x/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek 

bidan yag berbunyi : pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan 

melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan 

bahaya bagi kesehatan.
32

 

Bidan adalah anggota masyarakat yang juga memiliki tanggung jawab. 

Oleh karena itu, bidan turut tanggung jawab dalam memecahkan masalah 

kesehatan masyarakat. Misalnya penanganan lingkungan sehat, penyakit menular. 

Masalah gizi terutama yang menyangkut kesehatan ibu dan anak, baik secara 

mandiri maupun bersama teman sejawat dan teman seprofesi. Bidan berkewajiban 

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, 

bidan juga harus menjaga kepercayaan masyarakat. Tanggung jawab terhadap 

masyarakat merupakan cakupan dan bagian tanggung jawabnya kepada Tuhan.
33
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Definisi bidan menurut Internasional Confederation Of Midwives (ICM) 

yang dianut dan diadopsi oleh seluruh organisasi bidan di seluruh dunia, dan 

diakui oleh WHO dan Federation of International Gynecologist Obstetrition 

(FIGO) Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan 

yang diakui dinegaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut serta memenuhi 

kualifikasi untuk didaftar (register) dan atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk 

melakukan praktik.
34

 

Bidan Praktik Mandiri (BPM) merupakan bentuk pelayanan kesehatan 

dibidang kesehatan dasar. Praktek bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan 

kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga, dan 

masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. Bidan yang 

menjalankan praktek harus memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) sehingga 

dapat menjalankan praktek pada sarana kesehatan atau program. .
35

 Bidan praktek 

mandiri mempunyai tanggung jawab besar karena harus 

mempertanggungjawabkan sendiri apa yang dilakukan. Dalam hal ini Bidan 

Praktek Mandiri menjadi pekerja yang bebas mengontrol dirinya sendiri. Situasi 

ini akan besar sekali pengaruhnya terhadap kemungkinan terjadinya 

penyimpangan etik. 
36

 

Indonesia adalah Negara hukum (Rechtaat), bukan Negara kekuasaan 

(Macstaat). Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara hukum tidak 
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didasarkan kepada kekuasaan semata, tetapi didasarkan kepada hukum. Oleh 

karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan 

belaka, tetapi berdasarkan hukum.
37

 

Secara luas hukum dapat diartikan tidak saja merupakan keseluruhan asas-

asas dan kaidah-kaidah yang mengatur manusia dalam masyarakat melainkan pula 

meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya 

kaidah itu dalam kenyataan.
38

 Hukum sangat berperan dalam mengatur setiap 

hubungan hukum yang timbul baik antar individu dengan individu maupun antar 

individu dengan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Guna mencapai 

keteraturan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat bagi setiap orang, maka 

hukum harus melindungi hak-hak pribadi atau hak asasi manusia, baik hak asasi 

individu dan hak asasi sosial.
39

 Selain mempunyai kewenangan atau hak, manusia 

tidak dapat terlepaskan dari kewajiban untuk melakukan perbuatan tertentu. 

Dalam kaidah-kaidah hukum positif pihak yang diatur, yakni yang diberikan hak 

dan kewajiban disebut subjek hukum. Setiap manusia atau tiap orang dipandang 

dan dilindungi oleh tatanan hukum sebagai subjek hukum.
40

 Subjek hukum adalah 

sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban atau sebagai 

pendukung hak dan kewajiban.
41
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Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, melaksanakan berbagai 

perubahan dalam pembangunan yang mempengaruhi segi kehidupan masyarakat. 

Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu 

terjadi dengan cara teratur. Perubahan akan teratur melalui prosedur hukum baik 

berwujud perundang-undangan atau keputusan badan peradilan.
42

 Prosedur hukum 

inilah yang akan mengatur keseimbangan hak dan kewajiban setiap orang atau 

badan/lembaga. 

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, mengakibatkan 

meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang 

mencakup pemerataan tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun 

mutunya. Situasi meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan bermutu dan 

terjangkau, dirasakan perlunya peraturan perundang-undangan di bidang 

kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagai 

pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 dan beberapa peraturan 

perundang-undangan lainnya di bidang kesehatan, merupakan jawaban terhadap 

kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. 

Pengakuan tegas terhadap hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia  

dirumuskan dalam  Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

Setiap orang berhak atas kesehatan dan mempunyai hak yang sama dalam 

memperoleh akses dan sumber daya di bidang kesehatan serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. 
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Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah layanan kesehatan yang 

dibutuhkan, dalam hal ini akan ditentukan oleh profesi layanan kesehatan, dan 

sekaligus diinginkan baik oleh pasien/konsumen ataupun masyarakat serta 

terjangkaunya daya beli masyarakat.
43

 Setiap tenaga yang memberikan pelayanan 

kesehatan merupakan pengemban profesi yang bekerja berdasarkan kompetensi, 

standar profesi, moral dan agama. 

Secara formal yuridis kedudukan pengemban profesi dan kliennya adalah 

sama, namun secara psikologis dalam hubungan ini terdapat ketidak seimbangan 

disebabkan ketidakmampuan klien untuk dapat menilai secara objektif 

pelaksanaan kompetensi tehnikal pengemban profesi. Jadi hubungan horizontal 

antar pengemban profesi dan kliennya sesungguhnya hanyalah merupakan 

hubungan kepercayaan. Pengemban profesi dituntut untuk menjiwai sikap etis 

tertentu. Sikap etis inilah yang dinamakan etika profesi.
44

 Pengendalian diri secara 

individual bagi para pengemban profesi agar tetap berpegang kuat pada nilai-nilai 

dan norma-norma yang menjiwai profesi. 

Di dalam Pasal 21 Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang 

Tenaga Kesehatan ditegaskan bahwa : “setiap tenaga kesehatan dalam melakukan 

tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan”. 

Salah satu tenaga kesehatan yang berperan dalam pelayanan kesehatan ibu 

dan anak adalah bidan. Berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 32 tahun 
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1996 tentang tenaga kesehatan dan dilanjutkan dengan Keputusan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 922/ Menkes / SK /X / 2008, jenis tenaga bidan digolongkan 

sebagai tenaga keperawatan. Bidan menurut Kepmenkes RI nomor 

900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi dan praktik bidan : Bidan adalah 

seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan yang telah diakui 

pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku, dicatat (registrasi), 

diberi izin secara sah untuk menjalankan praktik. Pasal 18 Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin Penyelenggaraan 

Praktik Bidan menekankan bahwa bidan dalam melaksanakan praktik/kerja, bidan 

berkewajiban untuk menghormati hak pasien, memberikan informasi tentang 

masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan, merujuk kasus yang 

bukan kewenangnya atau tidak dapat ditangani dengan tepat waktu, meminta 

persetujuan tindakan yang akan dilakukan, menyimpan rahasia pasien sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pencatatan asuhan 

kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis, mematuhi standar, dan 

melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan 

termasuk pelaporan kelahiran dan kematian.
45

 

Pelayanan kebidanan bergantung pada sikap sosial masyarakat dan keadaan 

lingkungan tempat bidan bekerja. Kemajuan sosial ekonomi merupakan parameter 

dalam pelayanan kebidanan. Parameter kemajuan sosial ekonomi dalam pelayanan 

kebidanan meliputi : 
46

 Perbaikan status gizi ibu dan bayi, cakupan petolongan 
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persalinan oleh bidan, penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan 

angka kematian neonatal, cakupan penanganan risiko tinggi, peningkatan cakupan 

pemeriksaan antenatal. 

 Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di rahimahullahu berkata, 

 أوً لا يحل لأحد أن يتعاطّ صىاعة مه الصىاعات

 ٌَُ لا يحسىٍا ، سُاء كان طبا أَ غيري ،

 َأن مه تجرأ علّ ذلك ، فٍُ آثم . َما ترتب علّ عملً

 مه تلف وفس أَ عضُ أَ وحٌُما ، فٍُ ضامه لً

“Tidak boleh bagi seseorang melakukan suatu praktek pekerjaan dimana ia tidak 

mumpuni dalam hal tersebut. Demikian juga dengan praktek kedokteran dan 

lainnya. Barangsiapa lancang melanggar maka ia berdosa. Dan apa yang 

ditimbulkan dari perbuatannya berupa hilangnya nyawa dan kerusakan anggota 

tubuh atau sejenisnya, maka ia harus bertanggung jawab.” [Bahjah Qulubil 

Abrar hal. 155, Dar Kutub Al-„Ilmiyah, Beirut, cet-ke-1, 1423 H]
47

 

Al-khathabi rahimahullahu berkata 

 لا أعلم خلافاً فّ أن المعالجِ إذا تعدَِّ، فتلَفَِ المريض  

 كان ضامىاً، َالمتعاطّ علماً أَ عملاً لا يعرفً متعد،

 فإذا تُلَّد مه فعلً التلف ضمه الدية، َسقظ عىً القَُد ،

تطبب  لأوً لا يستبدُِّ برلك بدَن إذن المريض َجىاية  الم 

 فّ قُل عامة الفقٍاء علّ عاقلِتًَِ
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“Saya tidak mengetahui adanya perselisihan dalam pengobatan apabila 

seseorang melakukan kesalahan, sehingga menimbulkan mudharat pada pasien, 

maka ia harus menanggung ganti rugi. Orang yang melakukan praktek 

[kedokteran] yang tidak mengetahui ilmu dan terapannya, maka ia adalah orang 

yang melampui batas. Apabila terjadi kerusakan akibat perbuatannya, maka ia 

harus bertanggung jawab dengan mennganti diyat.” [Thibbun Nabawi hal. 88, 

Al-Maktab Ats-Tsaqafi, Koiro]
48

 

Partograf adalah catatan grafik kemajuan persalinan untuk memantau 

keadaan ibu dan janin, yang sudah dipakai sejak tahun 1970 untuk menentukan 

adanya persalinan normal atau abnormal, yang menjadi petunjuk untuk melakukan 

tindakan bedah kebidanan, dan menentukan disproporsi kepala janin dan panggul 

ibu jauh sebelum persalinan menjadi macet.
49

 Partograf digunakan untuk 

memantau kemajuan persalinan dan membantu petugas kesehatan dalam 

menentukan keputusan dan pelaksanaan. Partograf memberi peringatan kepada 

petugas kesehatan bahwa persalinan berjalan normal ataupun abnormal yang perlu 

tindakan rujukan. 

Partograf dianggap sebagai “sistem peringatan awal” yang akan membantu 

pengambilan keputusan lebih awal kapan seorang ibu harus dirujuk, dipercepat 

persalinannya, atau diakhiri persalinannya. Partograf juga dapat meningkatkan 

mutu dan keteraturan pemantauan janin dan ibu selama persalinan, dan membantu 
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menemukan adanya masalah janin dan masalah ibu. Partograf telah terbukti 

efektif dalam mencagah persalinan lama, menurunkan tindakan bedah kebidanan 

yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan janin.
50

 

Partograf dirancang untuk dapat dipakai setiap tingkat pelayanan 

kebidanan, tetapi dengan fungsi yang berbeda. Di puskesmas dan bidan praktik 

mandiri fungsi utamanya adalah memberikan peringatan awal bahwa persalinan 

akan berlangsung lama oleh karena itu ibu harus dirujuk ke rumah sakit (fungsi 

garis waspada). Di rumah sakit, lewatnya grafik pembukaan ke sebelah kanan 

garis waspada mengajak penolong untuk meningkatkan kewaspadaannya, tetapi 

yang lebih penting lagi adalah kalau melewati garis tindakan.
51

 

Dengan partograf suatu persalinan lama, macet dapat diketahui secara dini, 

sehingga penyakit-penyakitnya dapat dicegah. Partograf juga dapat mencatat 

setiap pengamatan persalinan pada satu lembar yang akan memudahkan penolong 

persalinan mengenali kelainan lain. Partograf hanya dipakai kalau tidak ada 

penyulit persalinan yang memerlukan tindakan segera.
52

 

Hubungan antara pengemban profesi dan pasien atau kliennya adalah 

hubungan interpersonal, oleh karena itu setiap pengemban profesi bertanggung 

jawab atas mutu pelayanan jasa yang dijalankannya.berdasarkan pada buku KUH 

Perdata hubungan hukum antara bidan dan pasien adalah pemberian bantuan, 
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sebagaimana ditegaskan pada pasal 1354 Kitab Undang-Undang Perdata (KUH 

Perdata). 

Perikatan yang terjadi antara bidan dan pasien merupakan hubungan yang 

diatur oleh hukum. Hukum perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang 

mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang 

lain, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi sedangkan subjek 

hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi.
53

 Di dalam perikatan 

selalu ada prestasi. Pihak yang gagal berprestasi disebut wanprestasi (ingkar 

janji).
54

 Perikatan yang menimbulkan perbuatan hukum dapat berkembang dari 

bentuk perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau 

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih ikatan antara satu orang 

dengan orang lain atau lebih yang selalu menimbulkan hak dan kewajiban timbal 

balik.
55

 

Bidan mempunyai hak sebagai profesi dan hak sebagai tenaga kesehatan. 

Pasien mempunyai hak mendapatkan pelayanan dan hak untuk mengatur diri 

sendiri. Hubungan hukum dalam pelayanan kebidanan karena adanya kewajiban 

dari setiap pribadi bidan dan pasien. Untuk itu diperlukan adanya persetujuan dari 

individu yang ditolong, sehingga hubungan hukum yang tercipta didasarkan 

kerjasama yang baik, kejujuran dan sikap saling percaya. Kewajiban bidan adalah 

memberiksan pelayanan kebidanan yang bermutu dan professional, sedangkan 

setiap individu yang ditolong berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan 
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kesehatannya, keluarga dan lingkungannya. Hak dan  kewajiban tersebut apabila 

tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.
56

 

Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan berhubungan dengan 

keselamatan jiwa manusia, adalah kewajiban bidan untuk bertanggung jawab atas 

semua tindakan yang dilakukannya. Akuntabilitas diperkuat dengan landasan 

hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan. 

Legitimasi kewenangan bidan yang luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri 

bertindak secara professional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan 

sistematis sesuai dengan standar profesi dan etia profesi.
57

 

Akibat bidan memiliki hak otonomi seperti halnya dokter dalam 

memberikan pelayanan kesehatan maka bidan mempunyai tanggung jawab 

hukum. Tanggung jawab hukum pada umumnya dikaitkan dengan kesalahan 

dalam menjalankan profesi atau terhadap akibatnya.
58

 Tanggung jawab 

mengandung makna : Keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala 

sesuatu akibat perbuatannya. Tanggung jawab bidan meliputi tanggung jawab 

menurut norma profesi didasarkan kode etik kebidanan dan tanggung jawab 

hukum sebagai tenaga kesehatan. 

Tanggung jawab hukum bukan semata-mata memenuhi kewajiban tetapi 

juga dilaksanakan berdasarkan sikap kehati-hatian. Oleh karena itu dalam 

melaksanakan tindakan diluar kewenangannya, bidan dituntut mampu mengambil 
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keputusan yang bijaksana demi keamanan pasien dan diri sendiri. Apabila 

tindakan yang dilakukannya tidak didasari kehati-hatian sehingga menimbulkan 

bahaya bagi pasien maka bidan dapat dipersalahkan dan dituntut tangung jawab 

hukumnya. 

Kesalahan dalam arti luas meliputi kelalaian dan kesengajaan, sehingga 

kesalahan tenaga kesehatan yang dimaksud adalah kelalaian atau kurang hati-hati. 

Kesalahan dalam pelayanan kesehatan dihubungkan dengan tugas profesi 

dibedakan menjadi dua yaitu kesalahan profesi dan kesalahan yuridis. Kesalahan 

profesi adalah kesalahan melaksanakan profesi atas dasar ketentuan profesi bidan 

yang professional. Kesalahan yuridis adalah kesalahan melaksanakan tugas 

profesi. Melaksanakan tugas dan wewenang dengan melalaikan kewajiban, 

melakukan tugas diluar wewenang yang tidak sesuai dengan standar profesi.  

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau 

liability based of fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum 

pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata), khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara 

teguh. 
59

 prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung-

jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan dan kelalaian yang dapat 

merugikan orang lain.  

Seorang bidan dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia, 

yaitu berusaha mempertahankan supaya tubuh pasien tetap atau berusaha untuk 
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menyehatkan tubuh pasien, atau setidaknya berbuat untuk menyelamatkan dan 

menyehatkan ibu dan anak. Oleh karena itu sudah wajar kalau bidan layak 

mendapat perlindungan hukum sampai batas-batas tertentu. Organisasi profesi 

kesehatan satu-satunya yang dapat melindungi bidan. Organisasi profesi perlu 

ditata dan dikembangkan dan dibina secara sistematis. Bidan termasuk kategori 

tenaga kerja yang berhak memperoleh perlindungan tenaga kerja sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan. Bidan berhak mendapat perlindungan untuk 

menjamin hak-hak dasar pekerja.
60

 

Selain hak perlindungan terhadap bidan, hak konsumen sebagai pasien 

perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Hak-hak 

pasien tidak sama dengan hak konsumen dalam pelaku usaha. Di Indonesia, 

hubungan pasien dengan tenaga kesehatan tidak sama dengan sifat dari hubungan 

pelaku usaha terhadap konsumen. Sifat dari hubungan tenaga kesehatan baik 

dokter atau bidan dengan pasien adalah hubungan “sosial” dan “kemanusiaan”.
61

 

Penyelesaiaan konflik antara pasien dengan bidan memerlukan wujud 

terciptanya perlindungan konsumen berdasarkan sosial dan kemanusiaan. Namun 

pasien punya hak akan ganti rugi yang diakibatkan oleh kesalahan bidan dalam 

memberikan bantuan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (1) UU No. 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
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Penyelesaian konflik yang terjadi antara bidan dan pasien dilakukan dengan 

upaya penelitian kesalahan atau kelalaian oleh organisasi profesi. Organisasi 

Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mempunyai Majelis Pertimbangan Etik Bidan 

(MPEB) dan Majelis Pembelaan Anggota (MPA IBI). 

Kegiatan pengawasan, pengendalian dan penilaian perlu dilaksanakan 

untuk menganalisa apakah pelayanan kebidanan melaksanakan tanggung 

jawabnya sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan dan 

pertanggungjawabannya sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan dan 

peraturan perundang-undangan. Perlindungan kepada masyarakat akibat 

pelayanan kesehatan oleh bidan dan perlindungan kepada masyarakat akibat 

pelayanan kesehatan oleh bidan dan perlindungan atau sanksi bagi tenaga bidan 

yang bekerja di sarana kesehatan dimanapun berada merupakan bagian yang harus 

menjadi perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesehatan yang 

optimal. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian menurut Prof. Soerjono Soekanto adalah merupakan suatu sarana 

untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktis. 

Suatu penelitian dimulai apabila sesorang berusaha untuk memecahkan suatu 

masalah secara sistemtis dengan metode-metode tertentu yang ilmiah.
62
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1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara menghubungkan 

antara kaidah-kaidah perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif 

dengan pelaksanaan di masyarakat dalam hal ini yang dimaksud dengan kaidah-

kaidah perundang-undangan adalah UU Republik Indonesia No 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan maupun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik 

Bidan pada khususnya maupun dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umunya serta peraturan lainnya. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang memberikan 

gambaran yang jelas tentang keadaan yang terjadi pada saat penelitian 

berlangsung yang tertuju pada analisa pemantauan partograf pada proses 

persalinan yang dilakukan oleh bidan. 

3. Jenis Data 

Sebagai bahan dan pendukung penulisan ini, maka diperlukan data  primer 

maupun sekunder. Data primer berupa data yang langsung diperoleh dari 

narasumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam praktik yang nyata, yang 

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, yang dihubungkan dengan 

keadaan atau norma yang berupa peraturan dalam hukum perdata, hukum 

administrasi yang berkaitan dengan perkara tindakan  bidan dan asas-asas hukum 
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disiplin yang berkaitan dengan profesi (IBI) yang diterapkan dalam penerapan 

hukum berupa putusan dari MKEB (Majelis Kode Etik Bidan) 

Hasil penelitian dari data yang diperoleh tersebut, dipelajari serta dibahas 

sebagai suatu bahan yang komprehensif dalam rangka pengungkapan bahasan 

dengan menggunakan metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif 

analistis.
63

 

4. Teknik Pengambilan Data 

 Data yang diperlukan untuk penulisan ini adalah melalui penelitian 

kepustakaan (library research) dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan 

untuk memperoleh  data sekunder, data-data sekunder dipergunakan untuk 

mendapatkan data yang relevan untuk dijadikan bahan penyusunan tesis ini, juga 

wawancara  yang terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berlaku dan mengikat 

berupa: 

1) Al-Quranul Karim 

2) Hadist 

3) Peraturan perundang-undangan 

4) Undang – Undang R1 No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

369/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi. 

6) Peraturan Menteri Kesehatan No.1464/MENKES/SK/X/2010 

Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. 
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b. Bahan hukum sekunder terdiri dari, yaitu : 

1) Berbagai kepustakaan/literatur yang berkaitan dengan penelitian ini 

2) Hasil- hasil kesimpulan seminar, symposium, dan lokakarya yang 

berkaitan dengan penelitian ini 

3) Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer yang berupa buku-buku dan tulisan lainnya. 

4) Bahan hukum tersier yang memberi petunjuk tentang penjelasan 

bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa Indonesia dan 

kamus hukum. 

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai 

penunjang data sekunder. Penentuan wilayah dan subjek penelitian dalam 

pelaksanaan penelitian lapangan ini ditentukan sebagai berikut : 

a. Wilayah Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka di perpustakaan baik 

perpustakaan di kampus maupun perpustakaan umum, juga studi pustaka dari 

buku-buku koleksi pribadi. Untuk mendapatkan data tambahan peneliti juga 

melakukan wawancara dibeberapa tempat diantaranya di Kantor Sekretariat IBI 

Kota Bandung , Bidan – Bidan yang melakukan praktik mandiri di wilayah 

ranting Bojonegara. 

b. Subjek Penelitian 

Adapun sampel penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling. 

Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
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tertentu.
64

 Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah : Bidan yang membuka 

praktik mandiri di wilayah ranting Bojonegara. 

5. Analisis Data 

     Analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan 

yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-

asas dalam ilmu hukum.
65

 Data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif 

untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan 

rumus maupun data statistik. 
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